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SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR FROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016,

telah diatur pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap;

cbahwea dalam rangka mengoptimalkan kinerja lalu lintas, maka

manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil-penap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan evaluasi
secara ketatl dan periodik sehingga pemberlakuannya dinamis;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, penerapan pembatasan lah

lintas dengan sistem ganjil genap selama Asian Games 2018 dan
Asian Para Games 2018 di mana terdapat penambahan raas jalan
ganjil genap berdampak positif pada peningkatan elisiensi dan
efektivitas penggunaan ruang jalan, oleh karena itu Peraturan
Gubermur sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertu disempurniaken;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruaf a; huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap;

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintalian

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tbhukola Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Anglutan Jalan,

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen

dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Mansjemen Kebutuhan
Lalu Lintas;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;



Menetapkan

MIEMUTIUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS
DENGAN BISTEM GANJIL-GENAFP.
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Pasal 1

Grubernur menetapkan mas jalan sebagal kawasan pembatasan
lalu intas dengan sistem ganjil-genap.

Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada avat (1) lerdin atas
. Jadan Medan Merdeka Baral,

b. Jalan M.H, Thamrin;

. Jalan Jenderal Sudirman:

d. Sebagian Jalan Jenderal 8, Parman {mulai dar simpang Jalan
Tomang Rava sampal dengan simpang Jalan K8, Tubun);

e, Jalan Gatol Subroto;

f. Jalan H.R. Rasuna Said;

g. Jalan Jenderal M.T. Harvono;
h.Jalan Jenderal D.L. Panjaitan; dan
L Jalan Jenderal Ahmad Yani,

Pembatasan lalu linlas denpgan sistem panjil-genap pada ruas

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) tidak diberlakukan

pada segmen persimpangan lerdekat sampai dengan pintu
masuk tel dan segmen pintu keluar ol sampai dengan
persimpangan terdekat, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernue ind,

Pasal 2

Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empal) ataw
lebih dengan nomor plar ganjil dilarang melintasi ruas jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal
genap.

Scebiap pengendara kendarasn bermotor berada 4 (empal) atau
lebih dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan
Hbsljlgﬂimﬂnh dimaksud dalam Pasal 1 avat (2) pada tangpal
Eanjil.

Nomor plal sebagmimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor
roda 4 (empal) atau lebih,

Pasal 3
Pembatasan lalu lintas sehagaimana dimaksud dalam Pasal |

diberlalarkan mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 31
Desember 2018.



(2) Pembatasan lalu lintas schagaimana dimaksud dalam Pasal |

diberlakukan hari Senin sampal dengan Jumat mulai pukal
0A.00 WIR sampal dengan pukul 1000 WIE dan mulai pukul
16,00 WIB sampai dengan pukul 20,00 WIB.

(3) Pembatasan lalu lintas sebapgaimana dimaksud dalam Pasal |

tidak diberlakukan pada hari Sabitu, hari Minggu dan hari libur
nasional vang ditetapkan dengan Kepulusan Presulen,

Pasal 4

Pembarasan lahs lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak
diberlakukan untuk

2 B

L.

kendaraan Pimpiran Lembaga Tmgg Negara Repubhk Indonesia
yakni

1. Presiden y Walkil Presiden;

2. Ketua Majelis Permusvawaratan Rakvar/ Dewsan Perwakilan Rakyat/
Drewran Perwakilan Doeral; dan

3. Ketua Mah<amah Apgang/ Mahkamah Konstitust Komist Yudisial /
Badan Pemeriksa Keuwangan.

kendaraan Pinpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga
Internasional vang menjadi tamu negara;

. endarzan Dinas Operasional berplat dinas, TNT dan POLRI;
. kendaraan Pemnadam Kebakaran dan Ambulans;

. kendaraan unluk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu

lintas;
kendaraan angkutan umum (plat kuning);

kendaraan angkutan barang Dahan Bakar Minvak dan Bahan
Bakar Gas;

o sepeda molor;

ckendarsan yang membawa masyvarakal disabilitas: dan

kendaraan untuk Kepentingan terientu menurut pertimbangan
petugas POLEL sepertl kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia,
antar Bank. pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI,

Pasal 5

(1) Apabiia terdapat kejadian atau keadaan tertentu vang ditetapkan

dengan Kepurusan Gubermnur, maka pelaksanaan pembatasan
lalu'lintas dengan sistemn panjil-genap dapat lidak diberlaloakan.

(2] Dalam hal terjadi keadaan kaher (force majeur) antara lain

hencana alam, hura hara, pemberontakan dan pemogokan serta
keadaan-keadaan  rersebut mengakibatkan hubungan sebab
alabat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanadn
pembatasar lala lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak
diberlakukan. ) '



Pasal 6

Pada ruas jalan vang menuju kawasan pembatasan lalu lintas
dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

Pasal 7

Fengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas
dengan sistem ganjil-genap dileksanakan oleh Kepala Dinas
Perhubungan Provinst Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8
Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas
dengan  sistermn ganjil-genap dikenakan sanksi sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ©

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas
Dengan  Sistem  Ganjil-Genap (Benita Daerah Provinsi Daerah
Khusus ITbukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61022), dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku,

Pasal 10
Peraturan Guberniur ini mulal berlaku pada tangeal diundanglkan.
Agar sehiap orang mengetahuinys, memerintabkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Dae-ah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Okicher 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSLUS
IBUKOTA JAKARTA,

tted
. ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarts
pada tanggal 15 Okigber 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 61037

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM'SEKRETARIAT DAERAH
PHDWNEI-I?RE_EP@H-' ' S IBUKDOTA JAKARTA,

m

- YAN YUHANAH
MEE 19650824 1994032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta

Nomor 106 TAHUN 2018
Tangzal 12 Okiober 2018

(LTeR MNama Jelan Sepmen Peagecualinn Ganjil - Genap

|, | Sehagian Jalan Arus Lalu Lintas dari Timur — Barat;
Jenderal 8. Parman
(miitled dardl simpang
JaleamTomang Baya
sampal dengan
simpang Jalan K5,
Tubum) Arus Lalu Lintas der Barat — Timur @

. Simpang J1. Palmerah Utara - J1, Gatet Subrolo s.d Gerbang Tol Slipi 1
. Dff ramp tol Tomang/ Grogol s.d Ji. Kermanpeisan Utama
- Jl Anggrek Neli Murni s.d akses masuk Tol Jakarta — Tangerang

L2 b =

|. Off ramg tol Shpd/ Palmerah {Tn. Abang 8.d Gerbang Tol Slipi 2

Z, | Jalan Gatol Subroto Arus Lalu Lintas Tunur - Barat

- aimpang Pancoran s.d. Gerbang Tol Tebet 1
- O ramp tol Kuningan/Mampang/ Menteng s.d. Stmpang Kuningan
. Off ramp tol Slipi/ Palmerah /Tr. Abang 5.d. Akses masuk Jl. Tentora Pelajar

a1 hd =

Arus Lalu Lintas dari Barat - Timur :

. Jl. Pejomponpan Raya s.d Gerbang Tol Pejompongan
- Off ramp tol Benhil/ Senayan / Kebayvoran s.d Akses masuk JL Gerbang Pemada
- JL Taman Patras.d Gerbang Tol Kuningan 2
: Off ramp tol Tebet/Manggarai / Ps. Mingeu s.d Simpang Pancoran
¥ -]__fra]nn Jenderal M.T Arus Lala Lintas dari Timur - Barcat -
ALYOO.

i L bk =

.

. Simpang J1. Dewi Sartika — JI. Otto Iskandardinuta s.d Gerbang Tol Cawang
2. Off ramp tol Tebet/ Manggarai/Ps. Minggu s.d J1. Pancoran Timur 11

Arus Lalu Lintas dar Baret - Timur -

ol Tebet Barat Dalam Roava =.d Gerbang Tol Tebhet 2
2. Off ramp tol Cawang/Halim/Kp. Melayu a.d Simpang J.. Otto Iskandardinuata
- J1. Dewi Sartike

Jalan Jenderal D1 Aras Lalu Lintas dan Utars — Selatan ¢
Ponjaitarn

4=

-l Belasl Timur Rava s.d Gerbang Tol Pedat
2, Off ramp tol Halim /Kalimalang s.d J1. Inapeksi Saluran Kalimalang

Arus Lelu Lintas dari Selatan - Ulara

« JL Cipinang Cempedak IV s.d Gerbang tol Kb, Nanas
. Off ramp tol Pisangan {Jatinegara s.d Jl. Bekasi Barat

B e

5 | Jalun Jenderat Arus Lalu Lintas dari Utara — Selatan -

Ahmad Yani

L. Simpang JI. Pulomes Utara &.d Gerbang Tol Cempaka Putih

2. OF ramp tol Rawamangun /Salemba/Pulogadung $.d Simpang JL. H. Ten Raya
—J1, Rawasari Selatan '

4. Simpang Jl. Rawamangun Muka Raya - Jl. Utan Kayu Rava £.d Gerbang Tal
Hawamangun

4. Off ramp tol Jatinegara/ Klender [ Buarans.d JL Bekasi Timur Roya

Arus Lalu Lintas dori Selatan - Utara -

L .Jl. Bekasi Barat s.d Gerbang Tol Jatinegara

2, 0] ramp tol Rawamangun/Salemba/ Pulogadung s.d Simpang JI. Ahmad Yend
= Jl. Utan Kayu Raya

3.Simpang J1. Rawasari Selatan - JL. H. Ten Raya s.d Gerbang Tol Pulomas

4.0ff ramp tol Cempaka Putih/Senen/ Pulogadung s.d Simpang. J1. Letiend,
Suprapto —Jl, Perintis Kemerdekaan

GUBERNUR PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
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ANIES BASWEDAN




